[ SALINAN ]

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 123 TAHUN 2018
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN

Menimbang

Mengingat

SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Kebijakan dan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 58);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 223);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN
STRATEGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal
dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang
tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah
Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan
komersial, kawasan industri, kawasan Kkhusus,
fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas
lainnya.

3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Indonesia yang
memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik
Indonesia yang di bantu oleh Wakil Presiden dan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

5. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah
arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan
penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu
dan berkelanjutan;

6. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah
arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan

penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah



10.
11.

12.

(1)

(2)

(1)

Sejenis Sampah Rumah Tangga Nasional yang terpadu
dan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah  Kabupaten/Kota adalah Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
Gubernur adalah  Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu
Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Jakstrada memuat:

a. arah kebijjakan pengurangan dan penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga; dan

b. strategi, program, dan target pengurangan dan
penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai

dengan tahun 2025.

Pasal 3
Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:



(2)

(3)

(1)

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
dan/atau

c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. pemilahan,;

b. pengumpulan;

c. pengangkutan;
pengolahan; dan

e. pemrosesan akhir.

Pasal 4

Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga,;

b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan
legislatif di pusat dan Daerah dalam penyediaan
anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;



(2)

d. peningkatan kapasitas kepemimpinan,
kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam
upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

e. pembentukan sistem informasi;

f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui
komunikasi, informasi, dan edukasi;

g. penerapan dan pengembangan sistem insentif
dan disinsentif dalam pengurangan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga; dan

h. penguatan komitmen dunia usaha melalui
penerapan kewajiban produsen dalam
pengurangan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
kriteria;

b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara
Pemerintah Daerah dan Pemerintah

Kabupaten/Kota;

c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan
legislatif di Daerah dan Kabupaten/Kota dalam
penyediaan anggaran penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga;

d. peningkatan kapasitas kepemimpinan,
kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam
penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga;

e. pembentukan sistem informasi;

f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui

komunikasi, informasi, dan edukasi;



(1)

penerapan dan pengembangan skema investasi,

operasional, dan pemeliharaan;
penguatan penegakan hukum;

penguatan keterlibatan dunia usaha melalui

kemitraan dengan Pemerintah Daerah;

penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna;

dan

penerapan dan pengembangan sistem insentif
dan disinsentif dalam penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga.

Pasal 5

Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b

meliputi:

a.

pengurangan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar
30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga sebelum adanya
kebijakan dan strategi nasional pengurangan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70%
(tuyjuh puluh persen) dari angka timbulan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga sebelum adanya
kebijakan dan strategi nasional penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.



(2)

Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
huruf A pada Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai

dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program

sebagaimana tercantum dalam huruf B pada Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 7
Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
sejalan dengan rencana pembangungan jangka
panjang dan rencana pembangunan jangka menengah
Daerah.
Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman pada Jakstranas.

Pasal 8
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup bertugas:
a. melaksanakan dan mengoordinasikan
penyelenggaraan Jakstrada;
b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan Jakstrada; dan
c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
Jakstrada kepada Menteri paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun.
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang  lingkungan hidup
bertanggung jawab dalam pengadaan sarana dan
prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

Pasal 9

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan

informasi mengenai capaian pengurangan dan
penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga per kapita;

b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampabh;
dan

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber
Sampah.

Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang terpilah di Sumber Sampabh;

b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan
akhir;

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan

baku dan/atau sumber energi;



(4)

(1)

(2)

(3)

d. Dbesaran peningkatan jumlah Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber
energi; dan

f.  besaran penurunan jumlah Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang terproses di tempat pemrosesan
akhir.

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat

ayat (1) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

Pasal 10
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf b dilakukan terhadap laporan Jakstrada.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a. pembandingan antara capaian dengan target
perencanaan; dan
b. identifikasi dan penyelesaian hambatan
pelaksanaan.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber

dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Desember 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 123

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001




LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 123 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

A. TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

[. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

INDIKATOR TAHUN

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Potensi Timbulan Sampah Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga dalam
Jakstranas (ton/tahun)

813.477 | 826.189 | 839.114 | 852.417 | 865.965 | 876.767 | 893.826 | 908.150

Target Pengurangan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 18% 20% 22% 24% 26% 27% 28% 30%
Rumah Tangga dalam Jakstranas

Target pengurangan sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga tingkat Provinsi dan
Kabupaten /Kota

146.426 165.238 | 184.605 | 204.580 | 225.151 | 237.537 | 250.271 272.224

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).



II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

INDIKATOR

TAHUN

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Potensi Timbulan Sampah Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga
dalam Jakstranas (ton/tahun)

813.477

826.189

839.114

852.417

865.965

876.767

893.826

908.150

Target Penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga
dalam Jakstranas

73%

80%

75%

74%

73%

72%

71%

70%

Target penanganan sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga
tingkat Provinsi dan

Kabupaten /Kota

593.839

660.951

629.336

630.788

632.154

633.432

634.617

635.705

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).




PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
TAHUN 2017 - 2025

NO

KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

SATUAN

TAHUN

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

SEKTOR
UTAMA

SEKTOR
PENDUKUNG

Peningkatan
kinerja
pengurangan
Sampah Rumah
Tangga dan
Sampah Sejenis
Sampah Rumah
Tangga

Melaksanakan norma,
standar, prosedur, dan
kriteria dalam
pengurangan Sampah
Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga

Pembuatan Panduan Pengelolaan
Sampah Mandiri dan Bank Sampah

Dokumen

Pemerintah
Daerah

Pemerintah
Kabupaten/Kota

Penguatan koordinasi
dan kerja sama antara
Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah
Daerah

Pemerintah
Daerah

Pemerintah
Kabupaten/Kota

Penguatan komitmen
lembaga eksekutif dan
legislatif di daerah
dalam penyediaan
anggaran pengurangan
Sampah Rumah Tangga
dan Sampah sejenis
Sampah Rumah Tangga

Penyusunan DED Kajian TPST zero

waste (tanpa residu)

dokumen

Pemerintah
Daerah

Pemerintah,
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Peningkatan kapasitas
kepemimpinan
kelembagaan, dan
sumber daya manusia
dalam upaya
pengurangan Sampah
Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga

Pembentukan pengelola sampah mandiri

kelompok

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Pemerintah
Daerah dan
Pemerintah
Kabupaten/
Kota




NO

TAHUN SEKTOR SEKTOR
KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM SATUAN 2017(2018]2019[2020|2021|2022[2023]2024 [2025 UTAMA PENDUKUNG
Pembentukan sistem
informasi
Penguatan keterlibatan |1) pengembangan kegiatan pendauran Pemerintah KLHK, Kemendagri,
masyarakat melalui ulang dan pemanfaatan kembali Daerah dan Kemenristek,
komunikasi, informasi, sampah rumah tangga dan sampah Pemerintah Kementerian PUPR,
dan edukasi (KIE) sejenis sampah rumah tangga skala Kabupaten/ Kemendikbud,
rumah tangga dan skala Kota Kementerian Agama,
permukiman berbasis masyarakat: dan Perangkat
Daerah terkait
a) Monitoring dan evaluasi, serta Desa 15 15 15 15 15 15 15 15 15 |Dinas Dinas Pariwisata
edukasi penerapan SAPTA PESONA |Wisata Pariwisata Kab/Kota,
dan SADAR WISATA dalam Kementerian
penyelenggaraan Lomba Desa Wisata Pariwisata
Tingkat Provinsi
b) Monitoring dan evaluasi, serta pokdarwis 15 15 15 15 15 15 15 15 15 |Dinas Dinas Pariwisata
edukasi penerapan SAPTA PESONA Pariwisata Kab/Kota,
dan SADAR WISATA dalam Kementerian
penyelenggaraan Lomba Pariwisata
POKDARWIS Tingkat Provinsi
¢) Monitoring dan evaluasi, serta Homestay 15 15 15 15 15 15 15 15 15 |Dinas Dinas Pariwisata
edukasi penerapan SAPTA PESONA Pariwisata Kab/Kota,
dan SADAR WISATA dalam Kementerian
penyelenggaraan Lomba Homestay Pariwisata
Tingkat Provinsi
2) Edukasi antara lain melalui sekolah 15 15 15 15 15 15 15 15 15 [Pemerintah KLHK,Kemendagri,
pendidikan ekstrakurekuler, Daerah dan Kemenristek,
perpustakaan berjalan, pelatihan Pemerintah Kemendikbud,
untuk PKK, kurikulum mata Kabupaten/ Kementerian Agama,
pelajaran, dan taman edukasi Kota dan Perangkat
Daerah terkait




TAHUN SEKTOR SEKTOR
NO KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM SATUAN 2017(2018]2019[2020|2021|2022[2023]2024 [2025 UTAMA PENDUKUNG
Penerapan dan Evaluasi Kinerja Kelompok Peduli kali 25 25 25 25 25 25 25 25 25 |Pemerintah
pengembangan sistem |Lingkungan (Pondok Pesantren, Proklim, Daerah dan
insentif dan disintensif |Sekolah) Pemerintah
dalam pengurangan Kabupaten/
Sampah Rumah Tangga Kota
dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga
h. Penguatan komitmen Surat Edaran Gubernur pengurangan dokumen - - 1 - - - - - - |Pemerintah Pemerintah
dunia usaha melalui Penggunaan Kantong Plastik dan Daerah Kabupaten/ Kota
penerapan kewajiban Pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse,
produsen dalam Recycle)
pengurangan Sampah
Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga
Peningkatan a. Melaksanakan norma,
kinerja standar, prosedur, dan
penanganan kriteria (NSPK) dalam
Sampah Rumah penanganan Sampah
Tangga dan Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Sejenis Sampah
Sampah Rumah Rumah Tangga
Tangga
b. Penguatan koordinasi 1) Penyusunan keputusan bersama dokumen 1 - - - - - - - - |Pemerintah 2(dua) Kabupaten
dan kerja sama antara mengenai koordinasi penanganan Daerah dan 1 (satu) Kota
Pemerintah Pusat Sampah Rumah Tangga dan sampah
dengan Pemerintah Sejenis sampah Rumah Tangga
Daerah
2) Anggaran penanganan Sampah Milyar - 9,75 9 10 11 | 12,5 14 16 | 18,5 |Pemerintah Kemendagri,
Rumah Tangga dan sampah Sejenis [Rupiah Daerah KemenPPN/
sampah Rumah Tangga yang Bappenas,
meliputi pemilahan, pengumpulan, Kemenkeu,
pengangkutan, pengolahan, dan KemenPUPR, KLHK,
pemprosesan akhir dan
Perangkat Daerah
terkait




NO

TAHUN SEKTOR SEKTOR
KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM SATUAN 2017]2018[2019|2020]2021|2022|2023|2024 | 2025 UTAMA PENDUKUNG
3) Pengembangan dan Revitalisasi TPA |Unit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |Pemerintah DPRD, KLHK,
Regional antar Kab/Kota Daerah Kemedagri, Kemen

PUPR, Kemen PPN/
Bappenas, Kemen
ESDM, Kemenkeu,
dan

Perangkat Daerah
terkait

Penguatan komitmen
lembaga eksekutif dan
legislatif di daerah
dalam penyediaan
anggaran penanganan
Sampah Rumah Tangga
dan Sampah sejenis
Sampah Rumah Tangga

Peningkatan kapasitas
kepemimpinan
kelembagaan, dan
sumber daya manusia
penanganan Sampah
Rumah Tangga dan

Pembentukan sistem
informasi

Penguatan keterlibatan
masyarakat melalui
komunikasi, informasi,
dan edukasi (KIE)

1) Pelaksanaan pemilahan Sampah
Rumah Tangga dan sampah Sejenis
sampah Rumah Tangga di
masyarakat melalui:

a) Pembinaan kapasitas jejaring
pengelolaan sampah mandiri

b) Pengembangan Pengelolaan Sampah
Melalui Sistem Aplikasi Berbasis
Teknologi Informasi

2) Pelaksanaan pemilahan Sampah
Rumah Tangga dan sampah Sejenis
sampah Rumah Tangga di kawasan
TPA Regional
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TAHUN SEKTOR SEKTOR
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3) Pengembangan model pemilahan
Sampah Rumah Tangga dan sampah
Sejenis sampah Rumah Tangga
melalui:
a) Jumlah unit bank sampah di Unit 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |Pemerintah Perangkat Daerah
masyarakat Daerah dan terkait
Pemerintah
Kabupaten/
Kota
b) Jumlah unit bank sampah Induk di |unit - 5 - ) - - ) - - |Pemerintah Perangkat Daerah
masyarakat Daerah dan terkait
Pemerintah
Kabupaten/
Kota
Penerapan dan
pengembangan skema
investasi, operasional,
dan pemeliharaan
Penguatan penegakan 1) Peningkatan kapasitas aparat Pertemuan - - - 1 - - - - - |Pemerintah Kemenkum HAM,
hukum penegak hukum dalam penanganan Daerah dan Kemenhub,
Sampah Rumah Tangga dan sampah Pemerintah Kemendagri, Polri,
Sejenis sampah Rumah Tangga, Kabupaten/ Kejaksaan, dan
antara lain Penyidik Pegawai Negeri Kota Perangkat Daerah
Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan terkait
Hidup, Satuan Pamong Praja, Jaksa,
Polisi, pegawai pada Dinas
Perhubungan di Daerah dan
Kabupaten/Kota mulai dari
pengangkutan, pengolahan, dan
pemprosesan akhir
2) Pengawasan terhadap ketaatan Kab/Kota 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |Pemerintah
dalam pelaksanaan operasional Daerah dan
penanganan Sampah Rumah Tangga Pemerintah
dan sampah Sejenis sampah Rumah Kabupaten/
Tangga untuk kegiatan Kota
pengangkutan, pengolahan, dan
pemprosesan akhir
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2019

2020

2021

2022
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2024

2025

SEKTOR
UTAMA

SEKTOR
PENDUKUNG

Penguatan keterlibatan
dunia usaha melalui
kemitraan dengan
Pemerintah Daerah

Penerapan teknologi
penanganan Sampah
Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga yang
ramah lingkungan dan
tepat guna

Penerapan dan
pengembangan sistem
insentif dan disinsentif
dalam penanganan
Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Evaluasi dan penghargaan untuk
penanganan Sampah Rumah Tangga
dan sampah Sejenis sampah Rumah
Tangga berbasis masyarakat

Kelompok
Pengelola
Sampah
Mandiri
(KPSM)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Pemerintah
Daerah

Pemerintah
Kabupaten/Kota dan
Perangkat Daerah
terkait
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